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ABSTRAK 

Gadai tanah pertanian merupakan suatu tindakan pemindahan hak atas tanah 

secara sementara kepada pihak lain, sehingga pihak yang melakukan pemindahan 

hak mempunyai hak untuk menebus kembali. Gadai tanah pertanian timbul dalam 

masyarakat karena seseorang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak dengan 

jaminan tanah miliknya. Sehingga dari keadaan itu tentu dari pihak pemerintah 

menyediakan peraturan yang mengatur tentang masalah gadai tanah pertanian, yaitu 

ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 56 Prp Tahun 1960 dengan maksud 

mengantisipasi unsur pemerasan dalam penebusan kembali gadai tanah pertanian. 

Namun pada kenyataannya dari hukum tersebut tidak sepenuhnya menjadi patokan 

seseorang melaksanakan gadai tanah pertanian seperti yang terjadi di Desa rajak 

Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Bagi mereka, hukum adat menjadi 

patokan terlaksananya proses gadai tanah pertanian. 

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penerapan Ketentuan pasal 7 

ayat ( 2 ) UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Gadai Tanah Pertanian,  yakni 

mengapa Masyarakat Desa Rajak Kecamatan lamboya Kabupaten Sumba Barat 

belum menerapkan Hukum pemerintah sebagai hukum yang mengatur masalah 

Gadai tanah pertanian. Sehubungan dengan itu, maka skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 56 Prp Tahun 1960 

mengenai Gadai Tanah Pertanian di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten 

Sumba Barat, dan untuk mencapai tujuan itu maka lokasi penelitian disini adalah 

lingkungan masyarakat tinggal dimana berlangsungnya proses gadai tanah 

pertanian, yaitu di Desa Rajak Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni jenis penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui 

wawancara, observasi terhadap responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan-bahan hukum yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria, terdiri dari pasal 16 ayat 1, pasal 53 ayat 1, dan pasal 10 ayat 

1. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Gadai Tanah Pertanian serta 

penjelasan umum No 9b Undang-Undang No. 56 tahun 1960. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diketahui alasan dan faktor 

penyebab masyarakat Desa Rajak belum menerapkan hukum pemerintah yaitu 

pasal 7 Ayat ( 2 ) UU No. 56 Prp Tahun 1960, yakni: Masalah gadai tanah 

pertanian telah menjadi kearifan lokal masyarakat yang perlu untuk dilestarikan 

sehingga mereka tetap menjalakannya sesuai dengan hukum adat. Lain dari itu 

mereka telah terbiasa dan menganggap dengan hukum adat proses terlaksana gadai 

tanah pertanian akan lebih cepat terlaksana. Alasan lain yang teruangkap ialah 

belum ada sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat desa Rajak 

Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat sehingga masyarakat disana belum 

sepenuhnya mengetahui hukum pemerintah yang mengatur tentang masalah gadai 

tanah pertanian. 

Dari data penelitian dan hasil analisis disimpulkan bahwa gadai tanah 

pertanian bagi masyarakat desa Rajak adalah suatu tradisi yang telah terpelihara 
secara turun-temurun, Sehingga masih dilakukan berdasarkan pada hukum adat. 

Meskipun dalam proses penebusan kembali tanah gadai mengandung unsur 
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pemerasan, tapi bagi mereka itu adalah sikap saling tolong-menolong ketika dalam 

keadaan terdesak. Masyarakat desa Rajak belum mendapatkan sikap peduli dari 

pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang ketentuan pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian. Oleh sebab 

itu dari sini adapun saran yang diberikan, yaitu agar pihak pemerintah lebih 

bertanggung jawab agar segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa 

Rajak terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 56 Prp Tahun 1960 

tentang Gadai Tanah Pertanian.   
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